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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk mencegah pencemaran asap 

lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan telah dijalankan secara optimal. 

Pemerintah Indonesia telah menjalankan kewajiban dengan membentuk 

peraturan-peraturan dalam rangka menjalankan ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution, dan membentuk Pusat Monitoring sesuai 

yang diamanatkan ASEAN Agreement. Di samping itu, pemerintah Indonesia 

juga telah menjalankan kewajiban menegakkan hukum bagi pelaku 

pembakaran hutan. Pemerintah sampai sekarang melakukan pengawasan dan 

berperan aktif di dalam pelaksanaan sistem monitoring melalui koordinasi 

beberapa lembaga, seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),  ASEAN Specialised Meteorological 

Centre (ASMC), dan lembaga-lembaga lain yang terkait. 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun sulit 

diberantas karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam praktek 

bisnisnya, meskipun pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap 

pelaku usaha, dan bahkan pemerintah juga sudah memberikan sanksi bagi 

para pelaku usaha sektor kehutanan yang melakukan pembakaran hutan.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku 

pembakaran hutan, tidak hanya pelaku pembakaran hutan tetapi juga 

aktor intelektualisnya atau penanggung jawab perusahaan. 

2. Pemerintah perlu lebih tegas dan memperketat pemberian izin 

perusahaan khususnya di sektor perkebunan dan perhutanan, misalnya 

dengan pemberian sanksi administratif yang tegas. 

3. Pemerintah perlu membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya 

larangan membakar hutan melalui sosialisasi secara periodik.  

4. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja di area perkebunan dan 

perhutanan dengan mengalokasikan dana desa untuk patroli pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan warga desa, dan penyuluhan 

pertanian di area bergambut tentang pembukaan lahan tanpa bakar. 

Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat yang mencari pekerjaan 

tambahan dengan menjadi pesuruh perkebunan tidak melakukan hal-hal 

yang melanggar aturan hukum, seperti membakar hutan untuk membuka 

lahan. 
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